


BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Pada bagian ini, penulis akan menarik beberapa butir kesimpulan dari hasil

penelitian yang telah penulis lakukan, sebagai berikut:

1)

2)

Terkait bagaimana kedudukan pihak yang menyewakan dalam
Perjanjian Sewa yakni PT. SUBUR JAYA berdasarkan Undang-
Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang
perlindungan konsumen (UUPK). Hal ini ditentukan dengan melakukan
penelitian terhadap beberapa unsur pelaku usaha yang harus dipenuhi
untuk dapat dikatakan sebagai pelaku usaha berdasarkan UUPK yakni
setiap orang perseorangan atau badan usaha, didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), perjanjian menyelenggarakan
kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Disimpulkan bahwa
pihak PT. SUBUR JAYA telah memenuhi seluruh unsur di atas
sehingga terkualifikasi sebagai pelaku usaha berdasarkan UUPK.
Adapun kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha yang
bersangkutan adalah kegiatan sewa menyewa dengan obyek ruko. Hal
ini dapat dilihat dari perjanjian yang mengikat pihak PT. SUBUR
JAYA dengan saudara Akbar Arifin.

Kemudian bagaimana kedudukan pihak penyewa dalam Perjanjian
Sewa vyakni saudara Akbar Arifin berdasarkan UUPK. Hal ini
ditentukan dengan melakukan penelitian terhadap beberapa unsur
konsumen yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan sebagai
konsumen akhir berdasarkan UUPK yakni setiap orang pemakai barang
dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri
sendiri/keluarga/orang lain maupun makhluk hidup lain, tidak untuk
diperdagangkan. Hampir seluruh unsur di atas terpenuhi, khusus untuk

unsur “tidak untuk
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3)

4)

diperdagangkan” yang berarti menempatkan pada jenis konsumen akhir
mempunyai kondisi tertentu untuk dapat dikatakan terpenuhinya jenis
konsumen tersebut. Kondisi yang dimaksud adalah pada saat saudara
Akbar Arifin memanfaatkan obyek sewa ruko tidak untuk hal-hal yang
bertujuan komersial sehingga memposisikan dirinya sebagai jenis
konsumen akhir yang dilindungi oleh UUPK. Adapun Kkegiatan
bertujuan komersial sehingga memposisikan dirinya sebagai konsumen
antara adalah pada saat menggunakan sebagian obyek ruko untuk usaha
tertentu yang bertujuan komersial atau menyewakan sebagian obyek
ruko kepada pihak ketiga yang ternyata secara tegas dilarang dalam

Perjanjian Sewa.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pihak saudara Akbar Arifin
telah memenuhi unsur untuk dapat dikualifikasikan sebagai konsumen
berdasarkan UUPK.

Setelah dilakukan penelitian terhadap para pihak dalam Perjanjian
Sewa mengenai kecocokan unsur sehingga dapat dikualifikasikan
sebagai para pihak dalam UUPK. Maka para pihak sebenarnya menjadi
bagian dari ruang lingkup pengaturan berikut dengan perlindungan dari
UUPK. Hanya saja, UUPK membatasi bentuk perjanjian yang
mendapatkan pengaturan berikut perlindungan yakni terhadap bentuk
perjanjian baku. Mengingat bentuk perjanjian antara PT. SUBUR
JAYA dengan saudara Akbar Arifin dalam Perjanjian Sewa berbentuk
perjanjian hasil negosiasi (negotiated contract). Maka para pihak dalam
perjanjian tersebut pihak PT. SUBUR JAYA selaku pelaku usaha dan
saudara Akbar Arifin yang meskipun telah dikualifikasikan sebagai
jenis konsumen akhir yang dilindungi UUPK tetap tidak mendapatkan
perlindungan dari UUPK.

Para pihak dalam Perjanjian Sewa yang ternyata tidak menjadi bagian

dari ruang lingkup pengaturan berikut perlindungan dari UUPK masih
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5)

memperoleh pengaturan hukum berikut perlindungan dari KUHPerdata.
Seluruh perjanjian sewa yang dibuat di Indonesia mempunyai sumber
hukum vyang sifatnya sebagai pelengkap (aanvullendrecht) bagi
perjanjian sewa yakni KUHPerdata Buku Il Bab VII tentang sewa-
menyewa. Dengan dilengkapinya Perjanjian Sewa oleh pengaturan
sewa-menyewa yang ada dalam KUHPerdata maka saudara Akbar
Arifin terlindungi dari situasi dimana Perjanjian Sewa yang telah
disepakati melewatkan hal-hal pokok untuk diatur.

Sehubungan dengan sumber hukum yang memberikan perlindungan
terhadap para pihak dalam Perjanjian Sewa adalah KUHPerdata. Maka
penyelesaian sengketa mengikuti tata cara yang ditempuh dalam
peradilan dilakukan berdasarkan Hukum Acara Perdata yang diatur
dalam Herzien Indlandsch Reglement (HIR) maupun Rechtsreglement
Buitengewesten (RBg). Penyelesaian sengketa berdasarkan Hukum
Acara Perdata tersebut ditujukan untuk penyelesaian sengketa jalur
pengadilan (litigasi).

2. Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan

dari hasil penelitian ini adalah:

1)

2)

3)

Bagi saudara Akbar Arifin selaku penyewa perlu memperoleh informasi
mengenai kejelasan jangka waktu Hak Guna Bangunan (HGB) atas
obyek sewa Ruko yang disewanya dari pihak PT. SUBUR JAYA. Hal ini
sebagai wujud perlindungan atas hak menyewa obyek ruko yang dimiliki
saudara Akbar Arifin pada saat Perjanjian Sewa berlangsung.

Bagi saudara Akbar Arifin selaku penyewa juga berhak mengetahui
apakah pihak yang menyewakan yakni PT. SUBUR JAYA telah memiliki
Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang diperoleh dari pemeritah atas obyek
sewa Ruko. Dengan dimilikinya SLF tersebut dapat menunjukan bahwa
obyek sewa bangunan Ruko telah lulus uji berbagai aspek dasar atas
sebuah bangunan sehingga memberikan perlindungan kepada penyewa
pada saat Perjanjian Sewa berlangsung.

Bagi saudara Akbar Arifin selaku penyewa dalam Perjanjian Sewa
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4)

mendapatkan perlindungan dari KUHPerdata. KUHPerdata yang sistem
penegakannya menggunakan Hukum Acara Perdata mempunyai sifat
pasif. Sifat pasif yang dimaksud yakni harus adanya inisiatif dari pihak
yang dirugikan untuk mengajukan gugatan terlebih dahulu agar
KUHPerdata dapat memberikan perlindungan. Maka saudara Akbar
Arifin jika mengalami kerugian terkait dengan sewa menyewa yang telah
disepakati dalam Perjanjian Sewa harus secara mandiri berperan aktif
dalam mengajukan gugatan dan membuktikan kerugian yang dialami
dalam gugatan yang diajukan baik berdasarkan pada KUHPerdata
maupun Perjanjian Sewa.

Bagi pihak PT. SUBUR JAYA selaku pihak yang menyewakan dalam
Perjanjian Sewa mendapatkan perlindungan dari KUHPerdata mengenai
jaminan sewa. Dalam Perjanjian Sewa tidak disepakati jaminan sewa
apapun, dalam hal ini KUHPerdata memberikan perlindungan kepada PT.
SUBUR JAYA menjadikan perabot rumah tangga yang digunakan oleh
saudara Akbar Arifin dalam obyek sewa sebagai jaminan sewa. Pihak PT.
SUBUR JAYA juga dilengkapi oleh KUHPerdata dengan hak istimewa
(privilege) untuk melakukan parate eksekusi terhadap jaminan sewa
tersebut jika saudara Akbar Arifin tidak memenuhi kewajibannya atas

biaya sewa.
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